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ORINEWS.id -DPP PDIP meyakini bahwa Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) sekarang tidak akan berani mengusut dugaan
korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo
(Jokowi) .

Meskipun, sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil
sudah melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana pencucian
uang (TPPU), penyelundupan nikel mentah, hingga skandal izin
tambang blok Medan ke KPK.

Sebab itu, DPP PDIP menyebut KPK periode sekarang adalah edisi
Jokowi.

Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem
Hukum Nasional Ronny Talapessy saat jumpa pers di Kantor DPP
PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis sore, 9 Januari 2025.

“KPK edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan
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menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap
dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal
izin tambang blok Medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution
dan keluarga Jokowi lainnya,” tegas Ronny.

Sebaliknya, Ronny menyesalkan bahwa KPK di bawah kepemimpinan
Setyo Budiyanto terkesan menarget Sekjen DPP PDIP Hasto
Kristiyanto karena kritis terhadap praktik penyalahgunaan
kekuasaan oleh Jokowi.

“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja
menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang
dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto
Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan
demokrasi yang dilakukan Jokowi,” kata Ronny.

Namun begitu, Ronny menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua
kader, simpatisan, dan keluarga besar PDIP tetap solid di
bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan
tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak meng-awut-awut
partai.

“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses
hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,”
pungkasnya.

Beberapa hari lalu, perkumpulan aktivis 98 yang tergabung
dalam Nurani 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta
kekayaan Jokowi dan keluarga.

Desakan itu disampaikan langsung para aktivis Nurani 98 saat
mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav
4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Januari 2025.

Mereka yang hadir, yakni Ubedilah Badrun, Ray Rangkuti, Hari
Purwanto, Embay S, AH Wakil Kamal, Guntoro, Antonius Danar,
Tejo Asmoro, dan Bowo Santoso.

Ubedilah yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini



mengatakan, dalam penegakan hukum memberantas korupsi, KPK
tidak boleh tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke
bawah.

“Siapapun sama di muka hukum termasuk mantan Presiden Joko
Widodo dan keluarganya,” kata Ubedilah kepada wartawan di
Gedung Merah Putih KPK.

Ubedilah menjelaskan, kedatangannya ke KPK ini bertujuan untuk
mendesak agar KPK menindaklanjuti laporannya yang sudah
dilayangkan sejak 3 tahun lalu, yakni pada 10 Januari 2022
tentang dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga
Jokowi.

“Bahwa Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan ke KPK pada
tiga tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh
Lembaga Internasional Organized Crime and Corruption Reporting
Project (OCCRP) sebagai salah satu mantan Presiden terkorup
dunia,” terang Ubedilah.[]



